
1. Pasal J 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nornor 16 Tahun 1950 tentang 
Pcmbentukan Daerah-daerah Kola Besar Dalarn 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengan, 
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, 
scbagairnana telah cliubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tcntang Pcrubahan Undang 
Undang Nornor 16 dan 17 Ta hun 1950 tentang 
Pembentukan Kota-kota Besar clan Kota-kota Ketjil di 
Djawa (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

a. bahwa dcngan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalarn 
Negcri Norn or 188.31 /7808/S,J t.anggal 2 November 
20 l 7 perihal Penjelasan terhadap Implernentasi 
substansi Peraturan Pernerintah Nornor 18 tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD sorta Peraturan Mentcri Dalarn Negeri 
Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengclompokan 
Kemarnpuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasronal, tcrclapat salah 
satu penjelasan tentang perhitungan kcrnarnpuan 
keuangan daerah; 

b. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dirnaksud 
pada huruf a, terdapat perubahan kategori kemarnpuan 
keuangan daerah Kota Pekalongan sernula kategori 
sedang menjadi rendah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
climaksucl pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah 
Peraturan Walikota Pekalongan Nornor 34 Tahun 2017 
tentang Standar Biaya Kcgiatan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakila n Rakyat Daerah Kot.a Pekalorigan; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 
NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEGIATAN P!MPJNAN 

DAN ANGGOTA DE\VAN PEI<WAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN 

TENT ANG 

NOMOR 42A TAHUN 2017 

PGRATURAN WALIKOTA PEKALONGAN 

WALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! ,JAW/A TENGAH 



PERATURAN WALlKOTA TENTANO PERUBAHAN AT/\S 
PERJ\TURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 34 TAHUN 
2017 TENTANG STANDAR BIAYA KEOlATAN PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PER\VAK!LAN RAKYAT DAERAH 
KOTA PEKALONGAN 

MEMUTUSKJ\N: 

1. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pcngelompokan Kemarnpuan Keuangan Daerah 
Serta Pelaksanaan dan Pertanggurigjawaban Dana 
O perasional; 

2. Peraturan Walikota Pekalongan Norn or 34 Tahun 20 l 7 
tentang Standar Biaya Kegiatan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan 
(Serita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 34); 

~~- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 
188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal 
Pcnjelasan ierhadap l mplemerua si substarisi Peraturan 
Pernerintah Nomor l 8 Tahun 20 J 7 ten tang Hak 
Keuangan clan Adrninistratif Pimpinan clan Anggota 
DPRD serta Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 62 
Tahun 2017 ientang Pengelompokan Kernampuan 
Kcuangan Dacrah serta Pelaksanaan dan 
Pcrtanggungjaweban Dana Opcrasiorial; 

1954 Nomor 40, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tcntang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
T'ahun 2014 tentang Pcrnerintahan Daerah (Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia. Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dacrah 'l'ingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan 
clan Kabupatcn Daerah Tingkat ll Batang (Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 
3381]; 

5. Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan clan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lcrnbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 6057); 

6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nornor 7 Tahun 
2017 ten tang Hak Keuangan Dan Adrninistratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Daerah (Lernbaran Dacrah Kota Pekalongan Tahun 
2017 Norn or 7); 

Menetapkan 

Mcmperhatikan 



4. Diantara Pasal l 3 clan Pasal 14 disisipkan l [satu] pasal, yaitu Pasal 13A 
schingga berbunyi sebagai berikut: 

Standar biaya kegiatan Pirnpinan clan Anggota DPRD, sebagaimana 
tercantum clan mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Larnpiran 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 11 

3. Ketcntuan Pasal 11 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 

KKD Kota Pekalongan berdasarkan penghitungan sebagairnana dirnaksud 
dalarn Pasal 3 terrnasuk kategori rendah. 

Pasal 5 

2. Kctcntuan Pasal 5 diubah sehingga bcrbunyi sebagai berikut: 

(1) Penerituan kelornpok KKD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 
clihitung berdasarkan bcsaran pendapatan urnurn daerah dikurangi 
dengan bclanja pegawai aparatur sipil negara. 

(2) Pendapatan umurn daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas pendapatan asli daerah , dana bagi hasil clan dana alokasi 
umurn. 

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
bclanja gaji clan tunjangan serta tarnbahan penghasilan pegawai 
aparatur sipil negara. 

(4) Belanja gaji dan tunjangan pegawai aparatur sipil negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) seperti gaji pokok aparatur sipil negara, 
tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan lungsional, 
tunjangan Iungsional urnum, tunjangan bera s, runjangan 
PPh/tunjangan khusus, pernbulatan gaji, iuran BPJS Kesehatan , 
iuran jarninan kecelakaan kerja/kematian, tunjangan profesi guru, 
tarnbahan penghasilan guru, clan tunjangan khusus guru sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 3 

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah l (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga 
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Walikota Pckalongan Nornor 34 Tahun 
2017 tcntang Standar Biaya Kegiatan Pirnpinan clan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan (Serita Daerah Kula Pekalongan 
Tahun 2017 Nomor 34), diubah scbagai berikut: 

Pasal I 



M.SAELANY MACHPUDZ 

Ditetapkan di Pekalongan 
ada tanggal 30 November O 17 

Agar sctiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dcngan penernpatannya clalam Berita Dacrah Kota Pekalongan. 

Pera tu ran Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desernber 20 17. 

Pasal I! 

Konsekuensi dari pcrubahan KKD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal l3A 
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